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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45, Pasal 46,

Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52,
Pasal 53, Pasal 54 dan 57 Peraturan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk
Pelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Sarang Burung Walet sesuai ketentuan yang berlaku;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 19353 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4401);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 110) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
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Tahun 2010 Nomor 5,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

ook LN

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Firma Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan
lainnya.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-
besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung walet adalah satwa liar yang termasuk marga collcalia, yaitu
collocalia fuchliaphaga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia
linchi.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan
sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
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Pemeliharaan burung walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan
pengendalian populasi burung walet di luar habitat alami.

Sarang burung walet adalah sarang burung walet atau sebangsanya yang
dapat diperdagangkan dan digunakan sebagai bahan makanan atau obat-
obatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tempat pemeliharaan adalah rumah, bangunan, gua dan tempat-tempat
lain yang digunakan untuk pemeliharaan burung walet.

Di luar habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet
hidup dan berkembang yang diusahakan dan atau dibudidayakan.

Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang
burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.

Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi bangunan
rumah dan bangunan lainnya yang digunakan untuk pemeliharaan dan
pengusahaan sarang burung walet.

Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi kawasan hutan
negara, kawasan konservasi, gua alam atau di luar kawasan yang tidak
dibebani hak milik perorangan dan/atau adat yang dipergunakan untuk
pemeliharaan dan pengusahaan sarang burung walet.

Pembinaan dan pengawasan adalah rangkaian kegiatan dalam upaya
mencegah dampak negatif pengelolaan dan pengusahaan sarang burung
walet.

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah
seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan
perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.
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29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah,
Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat
Keputusan Keberatan.

30. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut.

32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

33. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk pencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.

34. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga atau denda.

BAB II
PAJAK SARANG BURUNG WALET
Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 2
Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan
dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau
pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 4

(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah hasil pengambilan/pemanenan
Sarang Burung Walet.

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
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Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai jual Sarang
Burung Walet.

(2) Nilai jual sarang burung walet ditetapkan berdasarkan harga jual pasaran
umum sarang burung walet yang berlaku saat penjualan.

(3) Nilai Jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
berdasarkan perkalian antara harga jual pasaran umum dengan volume
Sarang Burung Walet.

(4) Hasil pemungutan pajak sarang burung walet disetor secara bruto ke Kas
Daerah.

(5) Instansi pemungut adalah instansi teknis yang membidangi peternakan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Pasal 6

Tarif Pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bab III
LOKASI PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Pajak daerah yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Bab IV
MASA PAJAK
Pasal 9

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender setelah panen yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
pajak yang terutang.

Pasal 10

Pajak Sarang Burung walet terutang terjadi pada saat sarang burung walet
diambil dan/atau diusahakan.

Bab V
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 11
(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD
atau di bayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
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Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Penetapan
Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan
menggunakan SPTPD.
SPTPD, SKPD dan surat tanda setoran pajak/karcis sebagaimana dimaksud

tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua

Surat Tagihan Pajak

Pasal 12
Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan

c. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi
adminstratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya
pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
perbulan dan ditagih melalui STPD.

STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 13

Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan atau melalui Bank yang ditunjuk.

Bendahara Penerimaan wajib menerbitkan SSPD sebagai tanda bukti hasil
penerimaan yang diserahkan kepada wajib pajak.

Dalam hal pembayaran pajak melalui Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak
menyetorkan uang langsung kepada Bendahara Penerimaan dengan disertai
SKPD, selanjutnya Bendahara Penerimaan menerbitkan SSPD dan
selanjutnya menyetorkan hasil penerimaan ke Bank yang ditunjuk.

(4) Dalam hal pembayaran pajak melalui Bank yang ditunjuk, Wajib Pajak wajib

(9)

menyerahkan tanda bukti pembayaran/slip setoran dari Bank kepada
Bendahara Penerimaan yang selanjutnya Bendahara  Penerimaan
menerbitkan SSPD yang diserahkan kepada Wajib Pajak.

SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
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Pasal 14

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII
KEBERATAN DAN BANDING

Keberatan

Pasal 15

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk atas SKPD dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak
ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan

(3)

mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan wajib
Pajak disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan yang harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali Wajib
pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit

()

(6)

sejumlah yang telah disetujui wajib pajak.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat keberatan,
sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat
menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan
Wajib pajak.

Pasal 16

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

Surat Keberataan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan
yang diajukan.

(2) Sebelum surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan,

(3)

wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

(1)

(2)

Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama
24 (dua puluh empat) bulan.

Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
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(3) Dalam hal wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi

(4)

berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib
pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat

(2)

(1)

(2)

dapat membentulkan SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan
Daerah.

Bupati dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD dan STPD yang tidak benar;
c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau Ketetapan Pajak yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai tata cara yang ditentukan;dan

e. Mengurangi Ketetapan Pajak yang Terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

BAB IX
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui

Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan maka pengembalian kelebihan
pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran

(5)

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2(dua) bulan.
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(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pajak.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak,
kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. Diterbitkannya Surat Teguran dan surat Paksa; atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 21

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang pajak yang sudah
kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 22

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

Pasal 23

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 harus dilakukan secara
tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar
untuk menghitung besarnya pajak terutang.
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Pasal 24

(1) Bupati melalui Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek
pajak yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberikan insentif atas
dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 26

(1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
adalah :

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi ahli dalam sidang
pengadilan; dan

b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain
yang ditetapkan oleh Bupati.

(4) Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis
kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga Ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , agar memberikan keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak
yang ditunjuknya.
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(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara tindak pidana

atau perdata, Atas Permintaan Hakim sesuai Hukum Acara Pidana dan
Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan ijin tertulis kepada pejabat
segaimana dimksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan
keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

(6) Permintaan Hakim sebagimana dimaksud pada ayat (5), harus menyebutkan

nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta
serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan
keterangan yang diminta tersebut.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(l) adalah Pejabat Pegawai Negeri

(3)

Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. Menyuruh berhenti/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang
dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j- Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda
paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah
pelanggaran.

Pasal 29

Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) dan ayat (2) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu S (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 30

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya
dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai
dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau
Badan selakuWajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 31

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) merupakan
penerimaan Daerah.
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan
Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
TTD

ACHMAD FIKRY
Diundangkan di Kandangan

pada tanggal 11 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

MUHAMMAD IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAINL FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

SARANG BURUNG WALET

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH NO. URUT:
KABUPATEN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
HULU SUNGAI SELATAN (SKPD)
MASA
[ AHUN
NAMA
ALAMAT
TANGGAL JATUH TEMPO

NO KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH JUMLAH (Rp.)

Jumlah Ketetapan Pajak
Jumlah Sanksi : a.Bunga
b. Kenaikan

Jumlah Keseluruhan :

Dengan huruf :

PERHATIAN :
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS
2. Apabila SKPD ini tidak/kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah diterima (tgl jatuh tempo) dikenakan sanksi admin. berupa bunga sebesar 2 % perbulan

Kandangan,
AN. Kepala DPPKAD Kab.HSS
Kepala Bidang Pendapatan

NO. URUT:
TANDA TERIMA
NAMA : Kandangan,
ALAMAT
Yang menerima,

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH
Jalan Panglima Batur No. 51 Telp. (0517) 21242
Kandangan (71211)

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kandangan,
Nomor :
Sifat : Kepada,
Lampiran : Yth. Sdr/Pemilik/Pimpinan
Perihal : di-

Sesuai data pembukuan kami bahwa Saudara belum melunasi Pajak, dengan ketetapan sebagai
berikut :

No. Nomor SKPD Masa Pajak/Tahun Jatuh Tempo Jum(l;l; P)ajak
1.
2.
3.
Jumlah
Sisa Pajak
Terbilang | |

Dengan hal tersebut agar segera diselesaikan pembayarannya pada Bendahara Penerimaan
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Perlu kami ingatkan bahwa pembayaran setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi
berupa denda sebesar 2% per bulan, sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila Saudara telah menyelesaikan pembayaran harap segera melaporkan bukti pembayaran.
Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

an. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
KEPALA DPPKAD Kab. HSS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI
SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

SARANG BURUNG WALET

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
NOMOR BUKTI ....

. Bendahara Penerimaan DPPKAD Kab. HSS

. dengan huruf

Telah menerima uang sebesar |

. dari Nama

Alamat :
. Sebagai pembayaran :  Pajak Restoran

Kode Rekening Jumlah (Rp.)
. Tanggal diterima uang O
Bendahara Penerima, Pembayar / Penyetor
NIP. e
Lembar 1 : Untuk pembayar/ penyetor
Lembar 2 1 Untuk Bendahara penerimaan
Lembar 3 : Untuk Bidang Pendapatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR DAN TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG
WALET

N

)

> %

‘«
\

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

(SPTPD)
PAJAK SARANG BURUNG WALET | i

MASA PAJAK : BULAN......ccccoutuieinincnnennncnnnes TAHUN 20

Lembar ...

DPPKAD KAB. HULU SUNGAI SELATAN

PERHATIAN : Harap diisi dengan jelas dan benar sesuai dengan petunjuk pengisian.
Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada SKPD terkait paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
untuk masa pajak pelaporan.
Keterlambatan penyerahan SPTPD pada SKPD Pemungut Pajak Daerah akan dikenakan
sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
- NPWPD 25 N NN [ N N (N N N N N e (N N N [ N N N
. Nama Wajib Pajak
. Alamat WP

. Nama Usaha

. Alamat Usaha

B B K I

. PENGHITUNGAN DAN JUMLAH PAJAK YANG DILAPORKAN

Berdasarkan Perhitungan Wajib Pajak Jumlah (Rp)

. Harga Pasaran Sarang Burung Walet

. Volume Sarang Burung Walet

. Jumlah (1x2)

PIRIN|=

. Pajak Terutang ( Tarif Pajak 10 %)

v|v|v|v

Terbilang :

. DATA DUKUNG

I:l Surat Izin Usaha

Rekomendasi Perhitungan Pajak

Lain-Lain ( )

Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka

saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang sebenar-benarnya.

Kandangan, 20
Wajib Pajak,

(Nama jelas dan Cap )

Diterima oleh DPPKAD Kab. HSS

Tanggal
Nama Petugas

Tanda tangan

[No. SPTPD :

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY



